
'I

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TIITGGI (PDTIPTI

TAHT'N JAMAK
Tahun Anggaran 2O19

I[omor: O4III.3-AU/UMSU-LP2M / C I 2OL9

Pada hari ini Jumat tanggat dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu
sembilan belas, kami yang bertardatangan dibawah ini :

1. Dr. Muhammad Sald
Siregar, S.Sl.rM.St

Ketua Lembaga Penelltian dan
Pengabdlan Masyarakat Unlvercitas
Muhammadiyah Sumatera Utara,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Rektor Unlversltar
Muhammadlyah Sumatera Utara yang
berkedudukan di Jl. Mukhtar Basri
No. 3 Medan, untuk selanjutnya
disebut PII{AK PERTA}IA;

2. Wtdya Astuty Dosen Fakultas Ekonoml dan Bisnis
Universltas Muhammadiyah
Sumatera Utara, dalam hal ini
bertindak sebagai pengusul dan Ketua
Peiaksana Penelitian Dasar Unggulan
Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019
untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAI( PTRTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat
mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelltlan Dasar Unggulan
Pergunran Tinggt Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKIIM

Dasar Hukum Pe{anjian Fenugasan ini adaiah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-undalg Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan
Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum:

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dal
Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.O2/2015 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungiawaban Pemberian Bantuan
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.O2/20I8 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun 2019;



1 1. Peraturan Menteri Keuanga, Nomor 60 lp[K.o2 / 2olg tentang
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6glpM.K.o2/201g tentang Standar
Biaya Keluaran Tahun 2019;

13. Peraturan Menteri Riset,Tekologi dan pendidikan tinggr Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata- Ke4a
Kementerian Riset,Tekologi dan pendidikan tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata cara pembentu-kan *omite
Penilaian dan/atau Reviewer Penelitianl

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Repubtik
Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan operasionJ perguruan
Tinggi Negeri;

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian;

17. Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementerian Keungan
Republik Indonesia Nomor rs/pBl2orz tentang petunjuk pelaksaaan
Pembayaran Anggaraan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran sub
Keluaran Penelitian;

18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Nomor
2o9 lM/Y\Yl/2018 tentang pandran pelaksanaan peneritian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;

19. Keputusan Direktu r Jenderal penguatan Riset dan pengembangan Nomor
7 /E/Kw/2o19 tentang penerima pendanaan penettlan di lerguruan
Tinggi Tahun Anggaran 2019.

20. Keputusan Kepala LL-Dikti wilavah-I tentang pengangkatan pejabat
Perbendaharaan Pengelolaan Keuangaa tat.rn 2oig u,-oit ti wilayah-I
Nomor : O2/Ll/KU/2019 tanggal 02 Januari 2019

21. surat Keputusan Rektor Nomor rrgg/KF,p/rr.3-AU/uMSU/F/2or}
tanggal 13 April 2018 tentang pengeloia Lembaga 

' penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

22. Kontrak Penelitian 
-Dasar 

Tahun Anggaran 2019 Antara ppK Kopertis
wilayah I dengan universitas Muhammadiyah sumatera utara Nomor :
T / t t /LL.3.1/Pr.OL.O3/2019

PASAL 2
RUAflG LINGXI'P

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada pIHAK KEDUA, dan PIHAK
KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekeg'aan
Penelitian Dasar Unggulan perguruan Tinggi dengan juclul: ,pENGARIIH
KEMITRAAIT STRATDC}IS DAI{ KEI'NGGT'LAIT BTRSAING TERHADAP
KINER.'A PARAUTISATA DI SIIMATERA ITFARA';

(2) PIHAK KEDUA bertanggungiawab penuh atas peraksa,aan, administrasi
dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dinraksrrd pada ayat (1);

PASAL 3
JANGI{A WAXTU

{1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahunyang mulai berlaku sejak tahun 2019.
(2) Keberlanjutan peneritian sebagaimana tercantum dalam Lampiran

ditentukan berdasarkan has penflaian atas capaian tarrun be4alan yangdilakukan oleh Komite penilaian Keluaran penelitian aan/atau R"rri"*"a
Keluaran Penelitian.



(1)

(2)

(3)

(4t

PIHAK PERTAMA menyalurkan dana penelitian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 sebesar Rp. 60.385.500,- (Enam puluh Juta Tiga Ratus
Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari DIpA Dlrektorat
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggr.
Pendanaal Pelaksanaan Penelitian sebagaimana sebagaimana
!ig*"y{ pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KEDUA dengan ker_entuan sebagai
berikut :

a. Pembayaran dana penelitian sebesar 1OO% dari total bantuan
dana kegiatan yaitu Rp. 60.385.500,- (Enam puluh Juta Tiga
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. Pembayaran dana tambahan sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah).
Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditanda
tanganinya kontrak antara PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA dan
juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pelalsanaan penelitian
yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang
digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan,
dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai;
Pembayaran biaya tambahan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah
mengungah dokumen sebagaimana dimalsud pada ayat (4) ke laman
SIMLITABMAS paling lambat tanggal 16 November 2019, dengan
melampirkan Daftar Luaran Penelitian yang sudah divalidasi oleh
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan Kementerian
Riset, Telcrologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

PASAL 5
IIAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan pendanaan
penelitian kepada PIHAK KEDUA;

(2\ PIHAK KEDUA Wajib melakukan pengunggahar, ke laman SIMLITABMAS
dokumen sebagai berikut:

a. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitial,
c. Surat Pernyataan Tanggungawab belanja (SpTB) atas dana

penelitian yang telah ditetapkan
d. Menyampaikan soft copy serta bukti unggahannya ke pihak

Pertama,
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan

mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk
memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal penelitian
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (Ll;

(4) Perolehan sgfegaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-
sebesarnya untuk pelaksanaan Tridharma perguruan Tinggi;

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan -perkembangan
perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta
publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala
kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada setiap akhir tahun anggaran
berjalan;

(6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Peke!'aan sesuai dengan jadwa-l yang ditetapkan pihak
Pertama

(71 Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pIHAK PERTAMA setelah ketua pelaksana
mengunggah laporan kem4juan pelalsala kegiatan ke (website) SIM-



LITAEIMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah
Program Penelitian;

(B) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi
Pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah
mendapat pesetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan melalui
Persetujuan PIHAK PERTAMA;

(9) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan tetah
menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan
pengunggahan pada laman (website) SIM-LITABMAS dan menyampaikal
softcopy dan bukti unggahan ke Kopertis WilayahJ.
a. Revisi proposal penelitian
b. Catatan harian pelaksanaan penelitian
c. Laporan kemqjuan pelaksanaan penelitian
d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

penelitian yang telah ditetapkan
e. Laporan akhir penelitian
f. Luaran penelitian

(SPIB) atas dana

(10)

(11)

(t2)

(13)

(14)

paling lambat tanggal 16 November 2O19.
Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk
melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum
menyelesaikan tugasnya dan atau terlarnbat mengirim laporan
kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka ptHaX
KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan
proposasl penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turuti
Peneliti/ Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan
Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kipada
Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksana penelitian
tidak berhak menerirna sisa dana;
Apabila dalam penilaial luara' terdapat luaran tambahan yang tidak
tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetrkan
kembali ke rekening kas Negara.

Fp9I"1 hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal S ayat (9)
ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi l,S-kertas
A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis : Dibiayai olel:

Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak penelitian Tahun Anggaran 2019

Peneliti atau pela_ksana pengabdian kepada masyarakat wajib
mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan su-6e.pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan - pengabiian Masyarakat _
!5et<tgr3t Jenderal Penguatan Riset tlan pengembangan _ Kementerian
Riset,.Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Repubrik Indonesia) pada setiap
bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, 

"i^r."r"r, v."gdipresentasikan, maupun poster.
Softcop-y laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada
il"l . (i) harus diunggah ke laman (website) SrM-LITABMAS'd;
dikirimkan juga kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) ranCkap
l9_+"--b*! unggahannya sedangkan hardcopy wajib di s-impan "oteir
PIHAK KEDUA

(1s)



PASAL 6
PEN(X}AITTIAN KEANGGOTAAN

(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya, sebelum Kontrak
Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan
tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya,
dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

(2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2
ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka
PIHAK KEDUA wqiib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang
merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat
Jendera-l Penguatan Riset dan Pengembangan dengan melalui
persetujuan PIHAK PERTAMA;

(3) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti
dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak
ada maka dana dikembalikan ke Kas Negara

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau
kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak
Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar
kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa
(force majeure);

PASAL 7
PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pqfak
setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak secara kolektif yang
dikoordinir PIHAK PERTAMA, berupa:
1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar lOo/o dan ppln 22

sebesar 1,5%o;
2 Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAI 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(i) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian
tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Setiap pubtkasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang
berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK
PERTAMA sebagai pemberi dana;

(3) Hasil Penelitian berupa peralatan danl atau alat yang dibeli dari kegiatan
ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lemb"ga
melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);

(4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian
ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA
PIHAK melaui amandemen kontrak penelitian ini dan/ atau melalui
pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari kontrak penelitian ini.

PASAL 9
IIEADAAN XAHAR



(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force
majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah
penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi,
pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam
bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap
pelaksanaan kontrak penelitian ini;

(3) Apabila teq'adi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang
mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis,
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari keda sejak terjadinya
keadaan mernaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah
dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengin itikad baik akin J"g"."
membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10
PEIIYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA
dalam pelaksanaan kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian
secara musyawarah dan mufakat

(2) Dalam ha1 tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
maka penyeiesaian dilakukan melalui p::oses hukum yang berlaku dengan
memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan;

PASAL 11
AMAITDEMEN KONTRAK

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur
kemudian oleh kedua belah pihak.

(2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan
tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

f

Said Siregar
ott27.200501.1.001

Itridya Astuty
NIDN: 1O1,7O377O2

UMSU

Arifin, SF{.,M.Hurn
74rrc.198303. 1.002


